
Abstrak 

Latar Belakang : Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan 

selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian 

pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. 

Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan 

dengan masalah pergantiaan pemimpin. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Bawaslu salah badan yang mempunyai tugas pokok melakukan 

pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu 

anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang 

bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak 

pengucapan sumpah/janji jabatan. Pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak 

tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu 

saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 

ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan 

kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tindak pidana pemilu tergolong ke 

dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak 



pidana khusus. Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu 

mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada 

umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri 

atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, 

proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tujuan : Untuk 

mrngetahui Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak 

Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

(conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-

pandangan doktrin, Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami 

filosofi aturan hukum dari waktu kewaktu. Hasil : Sesuai dengan penelitian yang 

telah saya lakukan di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

terhadap kedudukan bawaslu dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana 

pemilu. Kesimpulan : Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Pengaturan mengenai Bawaslu banyak mengalami penambahan yang 

mengarah pada penguatan pengawasan Bawaslu. Selain itu kedudukan mengenai 

lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan dan peraturannya menjadi 

lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya. 
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